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BUPATI KAUR 
PROPINSI BENGKULU 

PERATURAN BUPATI KAUR 
NOMOR JS TAHON 2015 

TENTANG 

RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA 
STAF AHLI BliJPATI KAUR 

DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHA ESA 

BUPATI KAUR, 

a. bahwa berda::;arkan surat Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 100/4675/SJ tanggal 23 November 2011 
tentang Pemberdayaan Kapasitas Staf Ahli l:.(epala. Daerah, 
agar Kepala Daerah lebih mengoptimalkan peran, tugas 
dan fungsi staf ahli ; 

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 36 
ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, 
tugas dan fungsi staf ahll kepala daerah lebih lanjut 
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah ; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati t.entang Rin.dan Togas, Fungsi Dan Tata 'Kerja St.af 
Ahli Bupati . 

I. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tent.ang 
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembarart Negara 
Republik Indonesia Tahun \<)67 Nomor \<),_ Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2 . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang 
PembencuJs::an Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma 
dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4266); 

3. Un~ng-Undang Nomor 12 Tahun 201 J tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Le-mbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Noro.or 82, 
'fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 
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Menetapkan : 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tuhun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tcntang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemezintahan Dae:rah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2015 Nomor 58, Tambahan Letnbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (l..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambaban Lembaran Negara Nomor 5494) ; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelo1aan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Jndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Rep\lblik Indonesia Norn.or 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Dae:tah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembara n Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Pernerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Huktu:n daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 694); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, 
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 
Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 23 Tahun 2013 
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Kaur Nomor 14 t:ahun 2007, tentang Organisasi 
Perangkat Daerah Kabupaten Kaur {Lemba.ra.n Dacrah 
Kabupaten KaurTahun 2013 Nomor 196). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN 
TATA KERJA STAF AHLI BUPATI KAUR 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
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1. Daerah adalah Kabupaten Kaur. 
2 . Pemerintah Daerah adalah Bu pati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pcmerintahan daerah Kabupaten Kaur. 
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggan1.an uru.san pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik lndonesia Tahu11 l 945. 

4. Bupati adalah Bupati Kaur. 
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Iun.u-. 
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kaur. 
7. Perangkat Oaerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam 

Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Dacrah, 
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, J{ecamatan dan 
kelurahan. 

8 . Sekretaris Daerah adaiah Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur. 
9. Staf Ahli Bupati adalah Pejabat yang mempunyai keahlian dibidang tertentu 

yang diangkat sebagai unsur pembantu Bupati daJam pe!aksanaan tugas 
pemerintahan. 

BAB II 
TOGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA 

Bagian Kesatu 
Rincian Tuga.s Poko k dan Funpi 

Pasal2 

()) Staf ahli Bupati mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyampaikan 
pemikiran, saran, pertimbangan dan telaahan yang berkaitan dengan tugas, 
wewenang dan kewajiban Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan. 

(2) Ualam melaksan.akan t\.\gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Star Ahli 

Bupatl mempunyaj fungsi ; 
a. penyiapan bahan telaahan dibidangnya ; 
b. pelaksanaan tugas atas petunjuk Bupati yang menyangku.t permasalahan 

strategis dibidangnya serta mempersiapkan penalaran konscpsional ; 
c. Penyiapan saran kebijakan dan, rekomendasi pemecahan masalah 

stracegis untuk bahan kebijakan Bupati ; 
d. pelaksanaan monitoring dan evru.uasi pelaksanaan kebijakan Bupati; 
e. pelaksanaan koorclinasi dan ikonsultatif dalam pelaksanaan saran, 

monitoring dan evaluasi kebijakan u ntuk bahan keputusan Bupati ; 
f. pclaporan atas pelaksrulaan tugaenya kepada Bupati secara berkala 

melalui Sekretaris Daerah dan ; 
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberika11 Bupati sesuai dengan 

bidangaya. 
(3) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 

a. staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan ·, 
b. staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber 

Daya Manusia ; 
c. staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan. 
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Pasa13 

(1) Staf ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik sebagaimana dima.ksud dalam 
pasal 2 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas memberikan pemikiran, 
pertimbangan dan saran serta melaksanakan monitoring dan evaluasi 
kebijakan berkaitan dengan : 
a . bidang Perencanaan Hukum dan Politik; 
b. bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ; 
c. penegakan.Hukum; 
d. pemetaan kerangka regulasi untuk mendukung agenda pembangunan 
e kesadaran hukum dan pemberian bantuan hukum ; 
f. perlindungan hak azasi manusia ;. 
g. pem.berian perlimbangan teknis sesuai bidang tugas dan keahliannya; 
h. bidang Perencanaan Pemerintahan ; 
i bidang Otonomi o ·aerah, Pemerintahan Umum dan Desa, Perangkat 

Daerah, Kepegawaian dan Persandian ; 
j. bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
k. bidang Statistik ; 
I. bidang Kearsipan ; 
m. bidang Komunikasi; 
n. kehidupan berdemokrasi ; 
o. kapasitas kelembagaan pemerintah ; 
p. kapasitas lembaga dan organisasi masyarakat/adat; 
q. kualitas hidup beragama ; 
r. pcmberian pertimbangan teknis .sesuai bidang tugas dan keahliannya; 
s. pelaksanaan tugas lain atas perintah atasan. 

(2) Staf Ahli B.upati Bidang Pembangunan sebagimana dimaksud dalam pasal 2 
ayat (3) huruf b, mempUnyai tugas memberikan pemikiran, pcrtimbangan 
dan saran serta melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan berkaitan 
dcngah: 
a. bidang Pengendalian Sumber Daya Alam dan Linglrungan Hidup; 
b. bidang Pekerjaan Umum; 
c. bidang Penataan Ruang; 
d. bidang Perencanaan Peml,angunan 
e. bidang Perumahan; 
f. bidang Perh1~bungan; 
g. bidang Informatika; 
b. bidang Pertanahan; 
1.. pengembangan kawasan strategis dan kawasan cepat tumbuh; 
J. pemberian pertimbangan teknis sesuai bidang tugas dan keahliannya; 
k. bidang Pendidikan ; 
I. bidang Kesehatan ; 
m. bidang Kepemudaan dan Olah Raga 
n. bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 
o. bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi; 
p. bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; 
q. bidang Sosial ; 
r. bidang Kebudayaan ; 
s. bidang Perencanaan Sumberdaya Manusia ; 
t . bidang Pemberdayaan Masyarakat ; 
u. bidang Perpustakaan 
v. pemberian pertimbangan teknis sesuai bidang tugas dan keahliannya.; 

rnmur•410,;;7w.:r.pel~ an tugas lain atas perintah atasan. 
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(3) Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan sebagimana dimaksud 
dal8:111 pasal 2 ayat (3) hum! c, mempunyai tugas rnemberikan pemikiran, 
per~rmbangan dan saran melaksanakan serta monitoring dan evaluasi 
keb1Jakan berkaitan dengan : 
a. bidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan ; 
b. bidang Penanaman Modal ; 
c. bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 
d. bidan g Ketahaoan P.angan; 
e. bidang Administrasi Kcuangan Daerah 
f. bidang Pendapatan Daerah 
g. bidang Kelautan dan Perikanan; 
h . bidang Pertanian 
1. bidang Kehutanao ; 
j . bidang Energi dan Sumber Daya Mineral ; 
k. bidang Pariwisata; 
l. bidang Industri ; 
m. bidang Perdagangan ; 
n. pemberian pertimbangan teknis sesuai bidang tugas dan keahliannya; 
o. pelaksanaan tugas lain atas perintah atasan. 

Bagian Kedua 

Pasal4 

(1) Pada Kelompok Staf AhU Bupati dapat ditunjuk/dipilih seorang Koordinator 
Staf Ahli Bupati. 

(2) Pada Kelompok Stai' Ahli adanya dukungan st.a£, dan seorang PNS sebagai 
Koordinator Pelaksana yang bertugas membantu kelanparan tugas Staf Ahli 
Bupati; 

(3) PNS sebagaimana dim·aksud pada ayat (1) berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Staf Ahli Bupati ; 

{4) Togas Pokok PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun rencana 
kegiatan, mengkoordinasikan, mengolah data dan informasi bahan kebijakan 
yang dibutuhkan Staf Ahli Bupati. 

(5) Fungsi: 
a. perencana.an, pelaksanaan, pembinaan dan koordinasi, pengawasan dan 

pengendalian yang tneliputi inventarisasi, identifikasi daw., Tencana 
anggaran belanja, perhitungan anggaran, verifikasi, pengurusan 
keuangan, penyusunan program dan evaluasi kegiatan Staf Ahli Bupati ; 

b. perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan koordinasi, pengawasan dan 
pengendalian urusan surat menyurat dan kearsipan, urusan rumah 
t:angga dan perlengkapan, penyusunan rencana kebutuhan serta 
pengelolaan administrasi kepegawaian; 

c . perencana,m kegiatan Staf Ahli Bupati ; 
d. pelaksanaan dan Pengendalian ke,giatan Staf AhU Bupati ; 
e. pengumpulan dan Pengolahan da.ta pada Staf Ahli Bupati ; 
f. membantu kelancaran tugas Staf Ahli Bupati ; 
g. membantu merumuskan alternatif kebijakankebijakan daerah kepada Staf 

Ahli Bupati ; 
h. membantu monitoring dan evaluasi kebijakan daerah dan 

menyampaikannya kepada Staf Ahli Bupati ; 
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Staf Ahli Bupati. 



BAB Ill 
TATAKERJA 

Pasal 5 

telaksanakan tugas dan fungsinya Staf Ahli Bupati wajib 
an koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan konsultasi baik dalam 
nnya maupun antar satuan: organisasi antar pei;nerintah daerah 
1an organisasi dilingkungan pemerintah daerah serta dengan 

Lin diluar Pemerintah Daerab . 

Pasal 6 

i, integrasi, sinkronisasi dan konsultasi sebagai.mana pada Pasal 9 
::lata dan informasi, issue strategis, pengkajian/penelitian dan 
1-pert;emuan ib:niah, pcrumusan dao operasional gugus kerja, 
asi dan sosialisasi kebijakan, monitoring dan eva\uasi ke'bijakan. 

Pual7 

3upati waj ib melakukan kajian baik atas perintab Bupati maupun 
:a.rsa sendiri sesuai dengan bidang tugasnya dan disampaikan 
upati berupa telaahan staf setiap bulannya atau setiap waktu 

!l. 

Pasa18 

11elaksanakan tugas Staf Ahli Bupati secara administratif 
i.sikan oleh Sekretaris Daerab. 

BAB IV 
KEPEGAWAIAN 

Pasal 9 

ian Staf Ahli Bupati diatur sesuai dengan peratura.n perundang­
. yang berlaku. 
impok ,Jabatan Staf Ahli dapat diangkat Seorang Pegawai yang 
nembantu kela ncaran tugas Staf ahli. 
m dan hak Pega wai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
m dengan pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon IV/ a. 

BABV 
PEMBIAYAAJII, SARAXA DAN PRASARANA 

Pa.sal 10 

mbiayaan Staf Ahli Bupa ti berasal dari Anggaran Pendapatan dan 
:1.er;all dan bantuan Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Pusat dan 
~mbaga lain di luar Pemerint:ah Daerall. 
1 sarana dan prasarana kerja antara lain meliputi, kertdaraan 
mputer/ laplop/printer, dan ruang kerja yang memadai dengan 
eselonering dan kemampuan keuangan daerah. 

3upati merencanakan kegiatan peningkatan kapasitas, pembinaan, 
i dan evaluas.i sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun yang 
1ya diintegrasikan pada anggaran sekretariat daerall. 



BABVI 
PENUTUP 

Pasall l 

Perataran Bupati.ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahka.n pengundangan Peraturan 
Bupati iru dengan _penempatannya dala.m Derita Daerah Kabupaten Kaur. 

r;: • ~:. 1(:.UR 
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Ditetapkan di Bintuhan 
pada tanggal ~2. .::x.;n,' 2015 

f BUPATI KAUR. 
\ 

1-· j -1, -:-- ,;,..\RAF 
•' •• •• :.t •• ;,P,,;j&-1 " ~ 4 HERNER MALIK 

Diundangkan di Bintuhan 
pada tanggal ':2.? t)vf>1' 2015 
SEKRET S DAERAH, 

NUDAR ADI, S .Sos 
Pembina Utama Mucia 
NIP. 19690127 199003 1 004 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2015 NOMOR : 372.. 
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